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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA 

PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C 

ABSTRAK  : - Bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengendalian dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan di bidang sumber 

daya pertambangan perlu diatur perizinannya, guna mewujudkan 

peningkatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud, berdasarkan pertimbangan tersebut 

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dipandang perlu 

membentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang 

Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C. 

- Dasar Hukum : UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 11 Tahun 1967, UU 

No. 4 Tahun 1968, UU No. 11 Tahun 1974, UU No. 18 Tahun 1997, 

UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 10 Tahun 

2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 26 

Tahun 2007, PP No. 32 Tahun 1969, PP No. 27 Tahun 1980, PP No. 

27 Tahun 1999, PP No. 75 Tahun 2001, PP No. 66 Tahun 2001, PP 

No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, Permendagri No. 13 

Tahun 2006,  Perda Kab. Purwakarta No. 8 Tahun 1986,  Perda Kab. 

Purwakarta No. 5 Tahun 2000, Perda Kab. Purwakarta No. 6 Tahun 

2000, Perda Kab. Purwakarta No. 11 Tahun 2002, Perda Kab. 

Purwakarta No. 3 Tahun 2005, Perda Kab. Purwakarta No. 7 Tahun 

2008, Perda Kab. Purwakarta No. 10 Tahun 2008. 

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Usaha 

Pertambangan Bahan Galian Golongan C dengan sistematika: 

1.   Ketentuan Umum 

2.   Ruang Lingkup Izin Usaha Pertambangan 

3.   Nama, Objek dan Subjek Retribusi 

4.   Golongan Retribusi 

5.   Prinsip Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi 



 6.   Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa 

7.   Struktur dan Besaran Tarif Retribusi 

8.   Masa Retribusi dan Retribusi Terutang 

          9.   Wilayah Pungutan 

          10. Tata Cara Pemungutan dan Penggunaan Retribusi 

          11. Tata Cara Penagihan 

          12. Tata Cara Pembayaran 

          13. Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi 

          14. Penyidikan 

          15. Ketentuan Sanksi 

          16. Ketentuan Peralihan 

          17. Ketentuan Penutup 

 

STATUS  :  - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

 

- Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 5 Mei 2009      
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